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Mengingat 

GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOM OR 77 TAHUN 20Jl 8 

T ENTANG 

PEMBERIAN PENGHARGAAN LAM PUNG SEJAH T ERA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

a.	 ba hwa dalam u paya penan ggula n ga n kemiskin a n dan 
optimalisasi pelaksanaan pem ba n gu nan di Provin si 
Lampu n g, sangat ditentukan oleh pa rtis ipa si seIu ru h elemen 
baik pemerin tah , swasta ma u pun unsur masyarakat; 

b.	 bahwa dal a m rangka sin ergitas program pena nggulangan 
kemiskinan serta men doro ng mot iva si pemerintah 
kabu pa terr/kota u n tu k berkomitmen melaksa nakan 
pen a n ggu lan gan kemiskinan, Pemerin ta h Provinsi Lampung 
akan mem berika n apresiasi da lam ben tu k Penghargaan 
Lam pu n g Sejahtera (PLS); 

c.	 bah wa untuk pelaksanaan maks ud huruf a dan huru f b di 
atas , Pemerintah Provin si perlu men eta pkan Peraturan 
Gu bernu r tentang Pemberia n Pengh a rgaa n Lampung 
Seja h tera ; 

1.	 Un da n g-Undang Nomor 25 Ta h u n 2004 te n tan g Sistem 
Peren ca naan Pembangu nan Nasion a l; 

2.	 Undang-Un dang Nomor 6 Tah u n 2014 tentan g Desa ; 
3 .	 Undang-Un dang Nomor 23 Tah u n 20 14 tentang 

Pemerin tahan Daerah sebagaima n a telah be bera pa kali 
di u bah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 15; 

4.	 Peratura n Pemerintah Nomor 8 Ta h u n 2008 tentang Tahapan 
Tata Ca ra Penyu sunan, Pen gen dalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pem bangu na n Daerah; 

5.	 Pera tu ra n Pres iden Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Percepa ta n Penanggu langa n Kem iskinan sebagaimana telah 
diu bah bebera pa kali terakhir dengan Pera tu ra n Presiden 
Nomor 96 Tahun 20 15; 

6 .	 Pera turan Presiden Nomor 166 Tahun 201 4 tentang Progra m 
Percepa tan Pen a n ggulan gan Kemiskinan; 

7.	 Pera tu ra n Presiden Nomor 59 Tabun 20 17 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkela njutan ; 

8.	 Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nomor 34 Tahu n 2009 
tentan g Pedoma n Pembentu ka n Tim Koordin a si 
Penanggula n gan Kemiskin an Provin s i da n Ka bu paterr/ Kota; 

9.	 Peratu ra n Men teri Dalam Negeri Republik In don esia Nomor 
42 Ta h u n 20 10 tentang Tim Koordin a si Penanggulangan 
Kemiskin a n Provin si dan Ka bu pa te rr/ Kota ; 



Menetapkan 

10.	 Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pen gen dalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangun an J angka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daera h ; 

11.	 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Rencana 
Pembangunan .Jangka Menenga h Daerah (RPJMD) Provinsi 
Lampung Tahun 2015-20 19; 

12.	 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahu n 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampu ng sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahu n 20 17; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAlf GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN 
PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA. 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal l 

Dalam Pera turan Gubemur ini, yang dimaksu d dengan: 
1.	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 

2.	 Gubem u r adalah Gubernur Larnpu n g. 
3 .	 Wakil Gubernur adalah Wakil Gu bernur Lampung. 

4.	 Kabupaterr/Kota adalah Kabu pateri/Kota di Provinsi 
Lampun g. 

5.	 Bupati j Walikota adalah Bupa ti / Walikota se-Lampung. 
6.	 Perangkat Daerah adalah Perangka t Daerah yang mempunyai 

tugas mengelola anggaran dan barang da erah . 
7.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 

yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah 
yang memiliki tugas pokok me1aksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan 
dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah di Provinsi Lampu n g. 

8.	 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang 
selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordin a si 
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk 
penanggulangan kemiskinan di Provin s i. 

9.	 Tim Koordina si Penanggulanga n Kemiskinan Daerah 
Kabupaterr/Kota, yang selanju tnya disebut TKPKD 
KabupatenjKota, adalah wa da h koordina si lintas sektor dan 
lintas pemangku kepen tingan untuk penanggulangan 
kemiskinan di kabupaten j'kota. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Daerah yang 
selanju tnya disebu t RPJMD a dalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima ) tahu n yang merupakan 
penjabaran VISl, misi dan program Gubernur yang 
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dengan memperha tikan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Na sional. 



11 .	 Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah ya ng sela nj u tnya di seb u t APBD 
adalah An gga ran Penda pa tan dan Belanja Daera h Provinsi Lampung ya n g 
merupa kan rencana keuangan tahunan pemerin tah daera h yang d ibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, da n diteta pkan dengan 
peraturan daerah. 

12.	 Kemiskin an adalah kon dis i di mana seseorang ata u sekelompok orang, laki­
laki dan perempu an , tid a k terpen u hi h a k -hak dasarnya untuk 
memperta h ankan dan men gemba n gkan keh idupa n yang bermarta bat. 

13.	 Sistem In formasi Penanggu la n gan Kemiskinan Sai Bu mi Ruwa Jurai yang 
selanjutnya disebu t Sim n angkis Sa bu ra i a da la h aplikasi yang dapat 
digun akan seluruh pemangku kepen tingan ya ng terda fta r dan teregistrasi , 
yang meru pakan ba s is d a ta ind ivid u , ru mah tangga , dan kelu a rga miskin ya ng 
dapat digu n akan sebagai acuan penyus n an progra m pen gen ta sa n 
kerniskin a n terpa d u , akura t, terukur, dan manfa a tnya dapa t d ira sa ka n 
langsu n g masyaraka t. 

14.	 Penghargaan Lamp u n g Sejahtera yang sela njutnya diseb u t PLS adalah 
a presiasi Pemerintah Provin si Lampu ng kepada Ka b u pa ten yKota terbaik 
dalam upaya percepa tan pela ksana a n progra m pen a nggula n ga n kem iskin a n di 
Provins i Lampung. 

15.	 Data adalah kumpu la n in forma si yan g melip ut i ka ta -ka ta, bagan , gra fik, 
ataupu n s imbol yang m engga m ba rkan sua tu i e, objek , kon disi atau situasi 
tertentu . 

16.	 Basis Da ta Terpa du yang selanjutnya di sebu t BDT ada lah s is tem data 
elek tron ik yang beris ikan n ama, alamat, Nomor Induk Kepend u d u kan (NIK) 
dan keteranga n dasar sosia l ekonomi 40% individu dan ru mah ta ngga denga n 
tingkat kesejahteraan teren da h . 

17.	 Ma sya raka t miskin a dalah adalah sua tu kondi s i dimana fis ik ma sya raka t ya ng 
tidak memiliki akses ke prasarana dan sara n a da sa r lingku n gan yang 
memadai , dengan kualitas peru m a h a n dan pem u kim an yan g ja u h di bawah 
standart kelayaka n serta m a ta pencaharian yang tidak men en tu yang 
mencakup seluruh m ultidimen si, yaitu di mensi polit ik , d im en s i sosial, dimen si 
lingkungan, d im en si ekon omi dan dimen si a s set. 

18.	 Updating da ta BDT adal a h proses pemu takhiran da ta ya n g dilakuka n dala m 
rangka men yempu rnaka n dan memutakh irkan in formasi r u mah tangga dan 
individu ya ng terdapa t dalam Basis Data Terpadu. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa1 2 

(1)	 Peraturan Gubem u r ini d ima ksu dkan u n tu k men gatu r mekanisme 
pemberian pengha rgaan kepa d a Kabu paterr / Kota di Provin s i Lampung yang 
berprestasi dan berh as il da la m penanggulan gan kem is kinan d i wilayahnya . 

(2)	 Peratura n Gubernur ini bertuj u a n u n t u k: 
a .	 sebagai pedoma n ba gi Pemerin tah Provin si da lam mem berika n 

pengh argaan kepa da Ka bupa ten / Kota yang berprestasi dan berh a s il dalam 
pena n ggula nga n kemiskinan d i wilayahnya ; 

b.	 memberikan motivasi kepada Bupati/Walikota dalam berkomitmen untuk 
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya ; 

c.	 sebagai bentuk komitmen Pemerin tah Provins i kepad a Ka bu pa terr/ Kota 
da lam percepatan pena n ggu la n gan kem iskinan di wilayah Provinsi 
Lampu ng. 
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BAB III
 
PENGHARGAAN LAMPUNG SEJ'AHTERA
 

Pasa13 

(1)	 Pemerintah Provinsi m emberika n PLS kepa da Ka bu pa ten /Kota yang 
berprestasi dan berh a s il dalam penanggula n gan kemiskina n di wi1ayah nya. 

(2)	 Pemberian PLS dilaksanakan bersamaan denga n Pela ksanaa n Musyawara h 
Perencanaan Pembangu nan (Musrenbang) Provin s i Lampu n g. 

(3)	 PLS sebagaimana dima ksu d pada ayat (1) d iber ikan setelah mela lui tahapan 
penilaian yang melipu ti aspek perencanaan, kelemba gaan , pelaksanaan 
program, hasil capaian progra m dan inova si daerah. 

(4)	 Tata cara dan mekanisme pem berian pengh argaan dia tu r lebih lanjut dalam 
Lampiran Peraturan Gubernu r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini . 

Pasa14 

(1)	 Untu k tertib pelaksanaan pemberia n PLS, d iben tu k Tim Penyelen gga ra PLS . 

(2)	 Tim Penyelenggara sebagainana dimaksud pada aya t (1) dibentu k melalui 
Keputusan Gubernur Lampu n g yang terd iri da ri Pen garah , Penanggung Jawab 
dan Pelaksana (unsur Ten aga Ahli Pemerin tah Provin s i Lampu ng dan unsur 
Bappeda Provinsi Lampu n g). 

Pasal 5 

Biaya ya n g dikeluarkan akiba t ditetapkannya Pera tu ran Gu bernur ini dib ebanka n 
kepada APBD Provin s i Lampung. 

BAB IV
 
KETENTUANPENUTUP
 

Pasa16 

Pera tu ran Gubemur ini m ulai berlaku pada tan ggal d iu nda n gka n . 

Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengun danga n Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Diteta pka n di Telukbetu ng 
pada tanggal 10 - 12 - 20 18 

GUBIt~RNUR LAMPUNG 

Diundangkan di Telukbetu n g 
pacta tanggal 10 12 20 18 
Pj.	 SEKRETARIS DAERAH PROV IN S I LAMPUNG, 

(?{6t"ttt 
Ir. HAMARTONI ADIS M.Si
 

Pembina Uta a Mady a
 
NIP. 19640209 19 8903 1 008 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 201 ~3 NOMOR .7.7•• 
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BABIn
 
PENGHARGAANLAMPUNGSEJAHTERA
 

Pasa13 

(1)	 Pemerintah Provinsi memberikan PLS kepada Kabupaterr/Kota yang 
berprestasi dan berhasil dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 

(2)	 Pemberian PLS dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung. 

(3)	 PLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui tahapan 
penilaian yang meliputi aspek perencanaan , kelembagaan, pelaksanaan 
program, hasil capaian program dan inovasi daerah. 

(4)	 Tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam 
Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan belgian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pas.a14 

(1)	 Untuk tertib pelaksanaan pemberian PLS, dibentuk Tim Penyelenggara PLS . 

(2)	 Tim Penyelenggara sebagainana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui 
Keputusan Gubernur Lampung yang terdiri dari Pengarah , Penanggung Jawab 
dan Pelaksana (unsur Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan unsur 
Bappeda Provinsi Lampung). 

Pasa15 

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan 
kepada APBD Provinsi Lampung. 

BABlV
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasa16 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
Pada tanggal q. Desember 2018 

GUBERNUR 1/AMPUNG, 

ttd 

M.RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung
 
pada tanggal 4 Desember 2018
 

Pj.	 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ~.Sa linan sesu 1'1 dengan aslinya 
KEPALA B RO HUKUM, 

ttd	 

~ I 
Ir. HAMARTONI AHADIB.,M.Si 

ZULFlKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Madya Pembina Utama MudaNIP. 19640209 198903 1 008 NIP. 19680428 199203 1 003 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 201a NOMOR : 77.
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DAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat dilih a t melalui tiga pen dekatan, yaitu 
kemiskinan alamiah , ke m iskinan struktu ra l, dan kesenja n ga n antar wilayah . 
Strategi untuk penanggulangannya harus menggunakan pe n dekata n m ulti disiplin 
yang berdimensi pemberdayaan yang memadukan aspek-aspek penyada ra n , 
peningkatan kapa sita s , dan pendayagu naan rnasya rakat sebagai subjek 
pembangunan. Upaya pe n a nggu langan kemiskinan j uga pe rl u d ilakukan melalui 
langkah-Iangkah koordinasi secara terpadu antar sektor dan antar wilayah dalam 
merumuska n ke bij aka n penanggu la n gan kemiskinan , dengan sektor Pemerintah , 
dengan segala kewenan gan dan sumber daya ya n g dim ilikinya , yang harus 
mengambil pera n u ta ma . 

Sebagai institu s i yang berfun gsi melaku ka n pembinaandan pen gawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupatenjkota, Pemerin ta h Provin s i selalu 
mendorong peran pemerin tah daerah ka bupa ten jkota dalam percepatan 
penanggulangan kemiskinan. Salah satu u paya untuk mewuj u dkan tujuan 
tersebut, pemerintah provins i melal u i Badan Perenca n aan Pem ban gunan Daerah 
(BAPPEDA) mem beri kan a pres iasi dan penghargaan kepada pemerin tah ka bupaten 
maupun kota, yang menu nj u kkan presta si dalam penanggulangan kem iskinan 
daerah. Prestasi ini ditan dai denga n tersusu n nya doku men perencanaan yang 
berkualitas, kelem bagaa n ya n g efekti f, pelaksa naan yang tepat sasara n serta 
mampu berinovasi dalam upaya pen ingka tan men ca pai sasara n penanggu langan 
kemiskinan yang telah d irencanakan. 

Apresias i pemerintah Provin s i Lampung kepada pemerin tah daerah 
Kabupatenj Kota dengan pelaksa n aa n pena n ggula n gan kemiskinan terbaik 
ditu njukkan dengan pem berian penghargaanPe nang!~ulangan Kemiskinan Award 
(PKA). 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan pemberian penghargaa n kepada daerah dima k s u dkan untu k mendorong 
partisipasi aktif, inovatif dan berkela nj u tan dari pe merintah ka bu patenjkota se­
Provinsi Lampu n g dalam percepa tan penanggulanga n kemiskinan di Provinsi 
Larnpu ng. 

Sasaran pemberian pengh a rgaan ditujuka n k epada pemerin tah daerah 
Ka bupatendan Kotadi Provin si La m pu n g yang telah menyusu n re ncana, 
melaksanakan dan memiliki ca paian penanggu langa n kemiski n an di daerahnya 
dengan baik. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman in i meliputi: (1) Pen dahulu an , (2) Bentu k da n Kategori 
Penghargaan, (3) Penyelenggara, (4) Tahapan , Kriteria , dan Metode Pen ilaian , dan 
(5) Pemberian Pen gha rgaa n . 



1.4 Dasar Hukum 

1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten tang Pemerin tahan Daerah 
sebagaimana tela h diuba h be berapa kali terakh ir denga n Unda ng-Un dan g 
Nomor 9 Tahun 20 15 ; 

2 .	 Peraturan Pres iden Nomor 54 Tahun 2005 ten tang Percepatan 
Penanggulangan Kem iskinan sebagaimana telah diu ba h beberapa kali 
terakhir dengan Pera tu ran Presiden Nomor 96 Ta h un 201 5; 

3.	 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 20 14 ten ta n g Progra m Percepa ta n 
Penanggulangan Kem iskinan; 

4 .	 Pera tu ran Menteri Da lam Negeri Nomor 34 Ta h u n 2009 tentang Pedoman 
Pembentukan Tim Koordin a s i Penanggulangan Kemiskin a n Provin s i dan 
Kabu paterr/Kota; 

5 .	 Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 20 10 ten tang Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provin s i dan Kabu paten jKota; 

6 .	 Peratu ran Daera h Nomor 6 Tahun 20 14 tenta n g Ren cana Pem bangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi La m pu n g Tahu n 20 15- 20 19 ; 

7 .	 Peratu ran Daerah Nomor 8 Tahun 20 16 ten tang Pem bentu kan dan 
Susu nan Peran gkat Daera h Provinsi Lampun g; 

8 .	 Peraturan Daerah Provin s i Lampu n g Nomor 8 Ta h u n 20 16 tentang 
Pemben tukan dan S usunan Peran gkat Daerah Provin s i Lampung 
sebagaimana telah di u bah dengan Pera tura n Da era h Provinsi Lampung 
Nomor 17 Tahun 20 17 ; 

9 .	 Kepu tusan Gu bemur Lampun g Nornor: Gj 72 / VJ.0 1 j H K j20 18 ten ta ng 
Pembentukan Tim Koordin a s i Penanggulan ga n Kemiskinan Provinsi 
Larnpung Tahu n 20 18. 



DAB II
 

BENTUK DAN KATEGORI PENGlIARGAAN
 

2.1 Bentuk Penghargaan 

Penghargaan kepada pemerintah daerah ka bu paten jkota te rbaik dalam 
pcnanggulangan kerniskin a n diberika n dalam bentu k piala dan piaga m , guna 
meningkatkan kapasitas pela ksanaan penanggulangan kemis kin a n di daerah. 

Piala Penghargaan 

Piala penghargaan diberikan kepada 3 (tiga ) Kabupa tenjKota terbaik dalam 
pelaksanaan pen anggu langan kemiskinan di daera hnya ma sin g-rna s in g, den ga n 
spesifikasi yang berbeda ses u ai dengan u rutanj perin gkat yang diten tu kan 
berdasarkan indikator da n item penilaian ya n g telah diten tu kan. Piala berwarna 
emas diberika n kepada Kabu patenjKota terbaik , pera k da n perunggu diberikan 
kepada KabupatenjKota terbaik kedua dan ketiga. 

Piala penghargaa n m em iliki makna BER SAMA ME UTUJUDKAN LAJ',fPUNG YANG 
LEBIH SEJAHTERA. Makna tersebut digambarkan dala m ben tu k badan piala ya ng 
membesar dari bagian da sa r men uj u bagian ata s , dikelilin gi oleh 15 pancan g yan g 
mewakili 15 KabupatenjKota di Provinsi Lampung dan disa tu kan oleh cincin 
bermotif Tapis Lampung yang melambangka n persa tua n dan kesatuan di wilayah 
Lampu n g.Bagian dasar piala terda pa t nama pia Ia , logo Kabupaterr/ Kota yang 
mendapat penghargaan dan tah un penghargaan diperoleh . Adapun dibagian atas 
piala berbentuk datar dengan gambar peta wilayah Lam pu n g dan Logo Provinsi 
Lam pung bermotif timbul. 

Gambar 1 

Piala Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Piagam Pe nghargaan 
Piagam penghargaan ditandatangan i oleh Gubern ur Lun p u ng dicetak di atas kertas 

berukuran A4 (21 x 29,7 em) berbahan concorde denga n beberapa bagian 
menggunakan cetak poly timbu i warna emas dan diberi b ingka i kayu wa rn a ema s . 
Piagam diberikan kepada pemerintah kabupa tenjkota terbaik dan pemerintah 
kabupatenjkota yang masuk da lam nominasi pen ghargaan . 



2.2 Pene rima Penghargaan 

Penerima pen ghargaan adalah pemerin tah daera h ka bu patenjkotayang 
men u njukkan kin erja pen a n ggulangan kemiskinan te rbaik , m u la i dari perencanaan 
dan kele mbagaan, pelaksan aan penanggula n gan kemiskinandan in ova si daerah , 
serta serta prestasi dalam pencapaian penurunan a n gka kemiskinan daerah yang 
berdampak pada penin gkatan kesejahteraa n ma syarakat. Penen tuan pernenang 
menggunakan kriteria dan indika tor ya n g telah diteta pkan. 



BAB III
 

PENYELENGGARA
 

3.1 Penye le nggara 

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian perigh a rgaan kepada pemerin tah daerah 
diben tuk penyelen gga ra yang terdiri dari Pen ga ra h , Penanggu n g J a wab, da n Tim 
Pelaksana. 

Keberadaan penyelenggara akan diperkuat mela lui Kep u tusan Gubern u r Lampung 
sebelum tahapan pelaksanaan kegiatan d imulai . Adapu n rin cia n jumlah, nama dan 
tugas Tim Pelaksana, yang terd iri dari Tim Pen ilai d a n Tim Sekretariat, di teta pka n 
melalui Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lamp u n g. 

Pengarah 

Pengarah adalah Ketua Tim Koordinasi Penanggu la n gan Kemiskinan (TKPK) 
Provinsi Lampung. 

Pengarah mempunyai tu gas: (1) memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung 
Jawab dan Tim Pelaksana; da n (2) melaksa nakan evalu a s i atas lapora n dari 
Penanggung J awa b dan (3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, 
penetapan pemenang dan laporan h a s il penyelen ggaraa n Penila ia n Penanggulangan 
Kem iskina n Awa rd (PPKA)kepada Gubern ur Lampung. 

Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan ya itu Kepa la Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPE DA) Provinsi Lampu ng. 

Penanggung Jawab memp u nyai tugas: (1) Memberika n arah a n dan melakukan 
koordinasi kepada Tim Pela ksana; (2) Melaksana ka n pen gen da lian terhadap 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksa na; dan (3) Menyampaikan 
laporan hasil kegiatan pen ilaian, penetapa n pem en a n g dan laporan hasil 
penyelenggaraan PenilaianPenanggulangan Kemiskin a n Award (PPKA)kepada 
Pengarah. 

Tim Pelaksana 

Tim Pelaksana terdiri dari Tim Penilai dan Tim Sekretaria t (cl ea rence house) . 

1. Tim Penilai 

Tim Penilai terdiri atas (1) Tenaga Ahli G ubemurLamp u ng yang mem pu nya i 
pengetah u an dan pemahaman terkait penan ggula n ga n kemiskinan di Provinsi 
Lampung termasuk di d alamn ya aspek perencan a a n dan kebijakan pu blik 
pembangunan sosia l ekonom i, pengembangan wilayah, kelemba gaan, serta 
disiplin ilm u la innya, (2) Pejabat Eselon IIId an (3) Fungsional Perencana 
BAPPEDA Provin si Lam pung, ser ta (4) Ketua Tim Sekretaria t (ex-officio) 

Tim Penilai bertugas: (1) m enyu sun ind ikator ykriteria pen ilaia n ; (2) melakukan 
penilaian sesuai den ga n indika tor j k ri ter ia da n tah a panjmekanisme yang telah 
ditetapkan; (3) melaku ka n verifikasi mela lu i wawa n ca ra darr/ a tau tinjauan 
lapangan terhadap daerahkabupa ten jkota nom in a s i; (4) membahas dan 
menyus u n seluru h h a s il penila ian nomina s i daera h terba ik;( 5) men eta pkan 
u s u la n daera h terba ik ; d a n (6 ) m ela porkan h a sil pen ila ia n . 

2 . Tim Sekretaria t 

Tim Sekretaria t d iketuai oleh Eselon IV Bappeda Provinsi Lampun g, serta 
d idu ku n g oleh a n ggota . 

Tuga s Ketua Tim Sekretariat : (1) m ela ku ka n persia pa n kegia tan penilaia n dan 
pemberian penghargaan, (2) menyusun pedoman pelaksa n a a n , (3) menyusun 
indikatorJkriteria pen ila ian, (4) menyus u n j adwa l pelak sa n aan kegiatan, (5) 



mengkoordinasikan pelaksa n a a n kegiatan , (6 ) m enyu su n dan mengusulkan 
nominasi kabupaten/kota terbai k berdasarkan has il penilaia n adm in is tra s i, dan 
(7) menyusu n lapora n pelaksanaan kegiatan. 

3 .2 Pe ny ebaran Info rm as i dan Sosialis as i 

Informasi tentang penyelenggaraa n pem berian pen ghargaaan disebarlu a ska n dan 
disosialisasikan oleh TKPK Provin s idan atauTim Sek retariat, baik d i tin gka t provin s i 
dan tin gka t kabupaten ykota. Penyebaran in forma si dan sosialisasi kegiatan 
dilakukan melalui forum rapat koord in a si TKPK a ta u forum -foru m sejen is dan 
media sosialisasi lainnya yang d ipa n d an g perlu (leaflet , la m a n Pemerin tah Daerah). 

3.3 Alam at Kore s po nde ns i 

Tim Sekretariat selama proses penyelen ggaraan kegiatan Pen anggula n gan 
Kemiskinan Award (PKA) ini men ggu n a ka n alama t korespon densi sebagai berikut: 

Se kretariat TKPK Prov insi Lam pung
 
Badan Pere ncanaan Pe mbangu nan Daerah(BAPPEDA) Prov ins i Lampung
 

J1. R.W. Mongin s id i No. 2 23 Teluk betung _. Banda r Lampu n g 

Telp. (0721) 485458 , 486711, Fax. (07 2 1) 486396, 

Email: sosb u d .bappeda.lpg@gmai1.com 



BAB IV
 

TAHAPAN DAl\J KRITERIAPENILAIAN
 

Pemberian penghargaan Penanggulangan Kemis kina n Award (PKA) d ila ksa n a ka n 
bersamaan dengan kegiatan Mu syawarah Perenca n a a n Pembangunan Daerah 
(Musrenbangda) Provins i La m pun g. 

Pelaksanaan pemberian penghargaan Penanggu langan Kem is kin a n Awa rd (PKA) 
dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyebara n informasi dan 
sosialisasi, pengumpulan dan tabulasi berkas bes er ta doku m en kelengkapannya, 
verifikasi pelaksanaan m elalui kunj ungan ke la pangan diteru s ka n dengan metode 
pendalaman seperti FGD, pem a para n dan wawa ncara, atau metode lain nya, serta 
penilaian dan penetapan u sulan daerah terbaik oleh Tim Penilai. Penilaian 
dilakukan dengan mengguna kan beberapa k riter ia dan in d ikator. 

4.1 Tahapan Pemberian Penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Terbaik 
Pemberian PKA dilakukan da lam 5 (lim a ) proses. 

Penllalan Penetapan 
Kab/Kota Kab/Kota 

er-bark rbal 

r ar) fA rill 

1. Tahap I (Penyebaran Informasi dan Sosialisasi). 

Penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan dilakukan melalui: (1) Forum 
penanggulangan kemiskinan (Rakor TKPK Provins i, Rakor TKPK Kabupaten/Kota] di 
pro vins i maupun kabupatenjkota , dan (2) Surat Gubernur Lampung atau Ketua TKPK 
Provinsi Lampung perihal pelaksanaan PKA. serta (3) media sosialisasi/ Infor rnasi lainnya. 

Tahap I diharapkan pemerintah kabupateri/kota mela lui TKPKD masing-rnasing daerah 
kabupaterr/kota su dah da pat memulai proses pengumpulan berkas dan dokumen 
kelengkapan penilaian hingga batas akhir pengumpulan berkas. Ins tr umen penilaian 
m encaku p kr iter ia da n indikator penilaian dengan masing-m asing bobot sebagai mana dapa t 
dilihat pada Lampiran 1 (Modul Penilaian PKA Provinsi Lampu ng). 

2. Tahap II (Pengumpulan dan Tabulasi Berkas) 

Pengum p u la n berkas dan dokumen kelengka pan p e n ila ia n d ilakukan Pemerintah 
kabupaten / kota melalui TKPKD masing-masing da erah . Selanjutnya un tuk kelengkapan 
berkas dan doku men penilaian dari masing-masing kabupaten / kota dapat dikonsultasikan 
dan disampaikan kepada Tim Sekretar iat PKA Provi nsi untuk diperiksa dan disusun. 

Tabulasi Berkas dilakukan oleh Tim Sekretariat PKA, untuk selanjutnya menghasilkan 
Daftar Kelengkapan Berkas Kabupaten/Kota. Dafta r Kelengkapan Berkas 
Kabupate ri/K otamemuat kri teria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot 
sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Modul Penilaia n PKA Provinsi 
Lampung)dandisusun menggunakan peringkat. 



3. Tahap III (Ver ifikasi Administrasi/ Lapangan) 

Verifikasi dilaksanakan melalui kunjungan ke kabupaten/ kota nominas i oleh Tim Penilai. 
Kahupatenj'kota yang dikunjungi berjumlah 3 (ti ga) kabupaten/kota per ingkat 1 hingga 3 
terbaik dari Daftar Kelengkapan Berkas Kabupaten/Kota. 

Fokus verifikasi terkait kesesuaian berkas dengan kondisi nyata di kabupate ri/ kota, bai k 
kriteria perencanaan da n ke lembagaan, pelaksanaan, capaian dan inovasi daerahter ka it 
penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini pe nilaian di!akukan mela lui diskusi/ternu 
wicara/audiensi dengan Pemeri ntah Daerah dan TKPKDaerah kabupaten / kota, serta 
kunjungan lap an g terkait denga n implementa si kebijakan penanggulanga n kemiskinan. 

Hasil pelaksa naan Tahap llIberupa Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan.lnstrumen 
verifikasi mencakup kriteria dan indikator diisikan sebagaimana termuat dalam Lampiran 
1(Modul Penilaian PKA Provins i Lampung). 

4. Tahap IV (Penila ia n) 

Penetapan calon pener ima penghargaankabupaten j kota te rba ik aka n dilakukan da lam rapat 
Tim Penilai. Rapa t aka n mengusulkan Kabu paten/Kota terbaik berdasarkan hasil pen ilaian 
mulai Tahap I (Daftar Kelengkapan Berkas Kabu pateri/Kota ] sampai dengan Tahap III (HasiI 
Verifi kasi Admin istrasi dan Lapangan] , serta masukan-masukan pen ting dar i seluruh Tim 
Penilai yang hadir. 

Proses dan hasi! penetapan calon pener ima penghargaankabupaten/kota terbaik akan 
tertuang dalam Berita Acara Penetapan Calon Penerima Penghargaan yang 
ditandatangani oleh sel uruh peserta rapat, dengan for mat Berita Acara sebagaimana 
Lampiran II(Form Berita Acara Penetapan Ca lon Penerima Penghargaan). Berita 
Acaradimaksud disampaikan ke pada Penanggung [awab kegiatan PKA untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Pengara h kegiatan PKA. 

5. Tahap V (Penetapan Kabupateu /Kota Terbaik) 

Penetapan ca lon penerima penghargaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Penetapan 
Calon Penerima Pengharg aankabupaten/kota terbaik, yang ke mudia n disampaikan 
ke pad a Gub r ur Lampu g untuk dite apka n di dal am Surat Keputusan Guber nur 
Lampung tentang Kabupateri/Kota Te rbaik dalam Pelaksanaan Penanggulangan 
Kemiskinan. 

4.2 Krite r ia Penilaian Pemberia n Pengha rgaa n Pena nggulanga n Kemiskinan Ter baik 

Penilaian ter hadap calon penerima penghargaan ka bupaten dan kota terbaik dalam 
penanggulangan kemiskinan menggu nakan 4 (e mpat) kriter ia dan 10 (sepuluh) indikator 
penilaian sebagai ber ikut : 

Kriteria Indikator Bobot (%) 

Keberadaan Dokumen SPKD 5 
Keberadaan Dokumen LP2KD 5 

Perencanaan dan Keberadaan TKPKDaera h 5 
Kelernbagaan Keberadaan Sekretariat TKPKDaerah 5 

Pemanfaatan Data BOT dalarn 
penerima intervensi nrozrarn 

rnenen tukan sasaran 
5 

Proporsi Anggaran Kemiskinan terhadap Total APBD 
Kabupaten/Kota 

20 

Pelaksanaan 
Pernanfaatan Data BOT rnelalui Aplikasi Sistern 
Penanzaulanaan Kemiskinan rSIMNANGKIS SABURAI) 

10 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPK dirnasing-masi ng 
Kabupaten/ Kota secara berkal a dan berkelaniutan 

10 

Hasil Capaian Kerniskinan Kabunaten/Kota 10 
Inovasi Daerah Kebiiakan Khusus Penanazulanaa n Kemiskinan Daerah 25 



Rincian kriteria da n indika tor penilaian sebagai berikut: 

1.	 Kriteria Perencanaan dan Kelem bagaan denga n acuan utama Peratu ran Men teri 
Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 20 10 . Adapun indika tor pen ila iannya yait u: 

(1)	 Keberadaan Doku men Perencanaan yang terdiri da ri a) Dokumen Strategi 
Penanggulangan Kemiskin a n Daerah (SPKD) ya n g merupakan doku men 
perencanaan penanggulan gan kemiskin a n ka b u pa tenjkota ya n g disu s u n 
dengan periodisasi 5 tahu n , dan b) Doku men Laporan Pelaksa n aa n 
Penanggu langan Kemiskinan Daerah (LP2 KD) yang m erupaka n dokumen 
laporan pela ksa n aan penanggu lan gan k em iskirian kabu patenj kota yang 
disusu n set ia p tah u n . 

(2)	 Keberadaan Kelem bagaan ya n g terdiri da ri a ) Keberadaan TKPK Daera h 
KabupatenjKota, dan b) Sekretariat TKPK Daera h Kabupa ten jKota . 

(3)	 Peman faatan Data BDT dalam menen tu kan sasaran pen erima in terven s i 
program j kegia ta n dan wujud keselara san u paya penanggu la n gan 
kem iskinan dari Pu sat h in gga Daerah. 

2.	 Kriteria Pelaksanaan den gan indika tor pen ilaian yaitu : 

(1) Keberadaa n	 Duku n gan progra m dan a n ggaran untu k penan ggulangan 
kemiskinan di masing-m a sing kabupa ten j kota, yang tercerm in dati p ro porsi 
anggaran dan rin cian progra m j kegia tan pen a nggulangan kemiskinan. 

(2) Pema n faatan Bas is Da ta Terpadu (BOT) mela lu i Aplikasi Sistem 
Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS SABURAI) oleh masin g-rnasing 
ka bu pa ten j kota . 

Sistem Informasi Pen a nggulanga n Kemiskin a n Sa i Bumi Ruwa J u ra i 
(SIMNANGKIS SABURAI) ada la h aplikasi yan g dpaa t diguna kan seluruh 
pemangku kepen ti n ga n yang terdaftar da n terintegrasi, yang meru pakan 
basis da ta individ u , rumah tangga, dan keluarga miskin ya n g da pa t 
digunakan sebaga i acuan penyusunan p rogram pen genta san kemisk in an 
terpad u , akurat, teru kur, dan manfaa tnya da pa t d ira sakan langsung 
ma sya raka t. SlMNANGKIS SABURAI mem ua t 6 (en am) jenis in terven si yaitu 
Pendidikan, Keseh a ta n , Permukiman, Sosial , Ekon omi, dan 
Ketenagakerj aan. 

(3)	 Pelaksanaan Ra pa t Koordin a s i TKPK dim a sing-rnasin g Kabu patenj Kota 
secara be rkala da n berkelanjutan , yang memberi gambaran terka it pola 
hubu ngan dan in teraksi a n tar stakeholder pen a n ggu langan kemi s kin a n di 
masing-masin g kabu pa tenj kota . 

3.	 Kriteria Hasil dengan indika tor penilaian Ca paian Tingka t Kemiskinan masing­
masing ka bupa ten / kotaden ga n menggunakan data Badan Pusa t Statis tik (BPS). 

4 .	 Kriteria In ova si Daerah dengan indika tor pen ilaian Keberada an Inova s i Daerah 
dalam Pena nggulangan Kemis kin a n d ima sing-ma s ing Kabupa ten j Kota . 



BAB V 

PELAKSANAAN KEGIA~rAN 

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 b u lan , m em pertimba n gka n dan 
menyesuaika n dengan kegiatan Mu sya wa rah Per erica ri aan Pembangu n a n Daerah 
(Musrenbangda) Provinsi Lamp u n g, yang terba gi atas beberapa kegiatan , 
s ebagaimana tabel di bawa h irii. 

Tabel. Jadwal Pelaksanaan Penanggulangan Kemis ldnan Award (PKA) 

I KEGIATAN 
F JAN 

BULAN 
FEB MAR APR 

• Sosialisasi dan Penyampaian Surat perihal 
pela ksanaa n PKi\ ke pada pemerintah daerah 
kabupa ten / kota 

• Pengu m pulan Berkas j Adminsitras i 

• Tab u la s i Berkasij Ad m inistra s i 

• Verifikasi Adminis trasi/Kuniungan Lapangan 
• Rapa t Penila ian , dan Us ulan Penerima 

Penaharaaan 
• Penetapan Penerima Penghargaan 

• Penverahan Penaharaaan 



BABVI 

PENUTUP 

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, maka 
setiap anggota tim penghargaan menaati dan menggunakan pedoman ini dengan 
sebaik-baiknya dan melaksanakan penilaian secara obyektif dan akuntabel. 

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan 
akan dilakukan perbaikan seperlunya. 

Demikian, semoga bermanfaat. 

GUB:KRNUR LAMPUNG, 

ttd 

M.RIDHO FICARDO 

Salman sesu i dengar; aslinya 
KEPALA R HlJKUM, 

..I 

ZULFIKA , S.H, M.H 
Pem.bina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 




